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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa
atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku kolaboratif berjudul ZImu
Perundang-undangan ini dapat diselesaikan dengan baik.

Buku ini disusun sebagai upaya kolektif para akademisi dan
praktisi hukum untuk menyajikan pemahaman komprehensif mengenai
normativitas, teori, serta dinamika pembentukan peraturan perundang-
undangan di Indonesia. Pembahasan mencakup landasan teoretis,
perkembangan sejarah, hierarki dan struktur norma, sumber hukum,
hingga integrasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam
pembentukan hukum tertulis.

Harapan kami, buku ini dapat menjadi rujukan ilmiah yang
tepercaya bagi mahasiswa, pengajar, peneliti, praktisi hukum, maupun
pembuat kebijakan dalam memahami dan mengaplikasikan teknik serta
asas perundang-undangan secara rasional, harmonis, dan berkeadilan.

Kami menyadari bahwa karya ini masih memiliki keterbatasan.
Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari pembaca sangat kami
harapkan guna penyempurnaan karya-karya akademis selanjutnya.
Akhir kata, semoga buku ini memberikan sumbangsih nyata bagi

perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Pekanbaru, September 2026

TIM Penulis
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SINOPSIS

Buku ZImu Perundang-undangan menyajikan pembahasan
komprehensif mengenai pembentukan hukum tertulis dalam sistem
hukum di Indonesia. Melalui sudut pandang teoretis dan praktis, buku
ini menguraikan hakikat, fungsi, dan prinsip dasar peraturan
perundang-undangan, serta melacak evolusi hukum dari tradisi tidak
tertulis menuju kodifikasi modern. Pembaca diajak memahami struktur,
anatomi, dan teknik penyusunan norma, dipandu oleh kerangka teori
klasik seperti Stufentheorie Hans Kelsen dan norma berjenjang Hans
Nawiasky.

Selain itu, buku ini secara mendalam membedah berbagai sumber
hukum—mulai dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum,
UUD NRI 1945, hingga yurisprudensi dan doktrin. Bagian krusial dari
karya ini menyoroti integrasi Hak Asasi Manusia (HAM) dan
perlindungan kelompok rentan sebagai standar substantif pembentukan
peraturan. Disusun oleh para akademisi hukum, buku ini hadir sebagai
panduan akademis strategis yang esensial bagi mahasiswa, peneliti,
praktisi, serta penyusun kebijakan demi mewujudkan tata hukum

Indonesia yang harmonis, demokratis, dan berkeadilan.
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3.1 Pendahuluan

Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu instrumen
utama dalam penyelenggaraan negara hukum. Dalam kehidupan
bernegara, hukum tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku
masyarakat, tetapi juga menjadi dasar bagi penyelenggaraan kekuasaan
negara, pembagian kewenangan antarlembaga, perlindungan hak warga
negara, serta pencapaian tujuan nasional. Dalam konteks tersebut,
peraturan perundang-undangan mempunyai kedudukan strategis karena
menjadi salah satu sarana utama untuk menerjemahkan prinsip-prinsip
konstitusi ke dalam norma yang lebih konkret dan operasional.

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai
dasar sekaligus pembatas kekuasaan. Konteks Indonesia sebagai negara
hukum, setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada
ketentuan peraturan yang sah (Efriliani et al., 2025). Setiap tindakan
pemerintah dan penyelenggara negara harus mempunyai landasan
hukum yang sah. Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-
undangan tidak dapat dilakukan secara bebas, melainkan harus
didasarkan pada kewenangan, prosedur, asas, dan materi muatan yang
sesuai dengan sistem hukum nasional. Peraturan yang dibentuk tanpa
kewenangan atau tanpa mengikuti prosedur yang ditentukan berpotensi
menimbulkan persoalan mengenai legitimasi dan keberlakuannya.

Kebutuhan terhadap peraturan perundangundangan semakin
meningkat seiring dengan perkembangan masyarakat (Chandra &
Hoesein, 2025). Perubahan sosial, ekonomi, teknologi, politik, dan
pemerintahan melahirkan berbagai persoalan baru yang membutuhkan
respons hukum. Namun, banyaknya persoalan yang muncul tidak selalu
harus diselesaikan melalui pembentukan peraturan baru. Pembentukan
hukum harus didasarkan pada kebutuhan yang jelas, kajian yang
memadai, serta pertimbangan mengenai efektivitas dan konsekuensi

hukum yang ditimbulkan.
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Kerangka utama pembentukan peraturan perundang-undangan di

@ Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-

undang tersebut telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Perubahan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk memperbaiki

sistem pembentukan hukum, antara lain melalui penguatan

perencanaan dan evaluasi, metode omnibus, partisipasi masyarakat yang

bermakna, serta pemanfaatan teknologi dalam proses pembentukan
peraturan (Firdaus & Panjaitan, 2024).

Pemahaman mengenai perundang-undangan karenanya tidak
cukup hanya dengan mengetahui jenis dan hierarki peraturan.
Perundang-undangan perlu dipahami sebagai konsep yang mencakup
proses pembentukan sekaligus produk hukum yang dihasilkan (Rahalus,
2022). Pemahaman tersebut menjadi penting agar dapat dibedakan
antara peraturan perundang-undangan dengan berbagai produk hukum
lainnya, seperti keputusan administratif dan peraturan kebijakan. Bab
ini membahas konsep, definisi, kedudukan, karakteristik, dan fungsi

peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia.

3.2 Konsep dan Pengertian Perundang-undangan

Istilah perundang-undangan mempunyai cakupan yang lebih luas
daripada istilah undang-undang. Undang-undang merupakan salah satu
jenis peraturan perundang-undangan, sedangkan perundang-undangan
berkaitan dengan keseluruhan proses dan produk pembentukan norma
hukum tertulis oleh lembaga atau pejabat yang mempunyai kewenangan
(Nugraha, 2024). Dengan demikian, perundangundangan dapat
dipahami dalam dua pengertian, yaitu sebagai proses pembentukan
hukum dan sebagai kumpulan produk hukum yang dihasilkan dari

proses tersebut.
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Sebagai proses, perundang-undangan mencakup berbagai tahapan
pembentukan hukum, mulai dari perencanaan, penyusunan,
pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, hingga
penyebarluasan (Fadli, 2018). Proses tersebut menunjukkan bahwa
pembentukan peraturan bukan sekadar kegiatan merumuskan pasal,
melainkan suatu proses hukum dan kelembagaan yang harus memenuhi
persyaratan tertentu. Sementara itu, sebagai produk, perundang-
undangan menunjuk pada norma hukum tertulis yang telah dibentuk
berdasarkan kewenangan dan prosedur yang ditentukan.

Dalam perspektif negara hukum, peraturan perundang-undangan
merupakan salah satu bentuk konkret dari pelaksanaan fungsi negara
dalam membentuk dan mengatur kehidupan masyarakat. Negara
memerlukan hukum untuk mengatur hubungan antara pemerintah dan
masyarakat, hubungan antarlembaga negara, serta hubungan
antaranggota masyarakat. Indonesia sebagai Negara hukum yang
berlandaskan pada prinsip demokrasi, peraturan perundang-
undangan yang menjadi instrumen utama dalam mengatur kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini,
perancangan perundang-undangan memiliki posisi yang sangat strategis
sebagai langkah awal dalam pembentukan norma hukum yang mengikat
kepada seluruh rakyat Indonesia (A. D. Irawan, 2025b). Melalui
peraturan perundangundangan, kebijakan negara diterjemahkan
menjadi norma yang mempunyai daya mengikat.

Perundang-undangan juga mempunyai hubungan erat dengan
politik hukum. Kebijakan hukum vyang ditetapkan oleh negara
membutuhkan instrumen normatif agar dapat dilaksanakan secara
konkret. Akan tetapi, kehendak politik dalam pembentukan peraturan
tetap harus berada dalam batas-batas konstitusi dan prinsip negara
hukum (Suhariyanto, 2018). Artinya, peraturan perundang-undangan

tidak boleh hanya menjadi instrumen kepentingan kekuasaan, tetapi
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harus diarahkan untuk memberikan kepastian, keadilan, kemanfaatan,
dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Konsep perundang-undangan juga bersifat dinamis. Peraturan yang
telah dibentuk dapat diubah, dicabut, atau digantikan apabila tidak lagi
sesuai dengan perkembangan masyarakat atau apabila ditemukan
kelemahan dalam penerapannya. Karena itu, sistem perundang-
undangan tidak berhenti pada pembentukan peraturan, tetapi juga
membutuhkan mekanisme pemantauan, peninjauan, evaluasi, dan
penyempurnaan. Perubahan Undang-Undang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 memperlihatkan bahwa
pembentukan  hukum harus dipahami sebagai proses yang
berkelanjutan.

Dalam perkembangan hukum modern, pembentukan peraturan
juga dituntut untuk lebih terbuka dan partisipatif. Masyarakat sebagai
pihak vyang akan terkena dampak suatu peraturan mempunyai
kepentingan untuk mengetahui dan memberikan masukan terhadap
proses pembentukannya (Fitriana, 2015). Karena itu, partisipasi
masyarakat bukan hanya persoalan prosedural, tetapi merupakan bagian
dari legitimasi demokratis suatu peraturan.

Dengan demikian, perundangundangan pada hakikatnya
merupakan proses pembentukan norma hukum sekaligus produk
hukum tertulis yang dibentuk berdasarkan kewenangan dan prosedur
tertentu. Dalam konteks Indonesia, hukum tertulis atau peraturan
perundang-undangan memiliki peran yang sangat vital sebagai
instrumen pengatur kehidupan berbangsa dan bernegara (A. D. Irawan,
2025a). Pemahaman tersebut penting karena menentukan apakah suatu
produk hukum dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-
undangan dan bagaimana kedudukannya dalam sistem hukum

nasional.
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3.3 Definisi dan Unsur-Unsur Peraturan Perundang-undangan

UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 memberikan dasar
pengertian mengenai peraturan perundang-undangan sebagai peraturan
tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan
dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang
berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan. Definisi tersebut memberikan beberapa unsur
pokok yang dapat digunakan untuk memahami karakter suatu
peraturan perundang-undangan.

Pertama, peraturan perundang-undangan merupakan peraturan
tertulis. Sifat tertulis memberikan bentuk yang jelas terhadap norma
hukum sehingga dapat diketahui, dipelajari, disebarluaskan, dan
dijadikan pedoman oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum.
Sifat tertulis juga berkaitan erat dengan kepastian hukum karena
masyarakat harus dapat mengetahui norma vyang berlaku dan
konsekuensi hukum dari suatu tindakan (Sitepu et al., 2024).

Kedua, peraturan perundangundangan memuat norma hukum.
Norma tersebut mengatur apa yang boleh dilakukan, harus dilakukan,
atau tidak boleh dilakukan oleh subjek hukum. Norma dapat berupa
perintah, larangan, pemberian hak, pembebanan kewajiban, pemberian
kewenangan, maupun pengaturan mengenai prosedur tertentu. Karena
memuat norma hukum, peraturan harus dirumuskan dengan bahasa
dan struktur yang jelas agar tidak menimbulkan multitafsir (D. A. V.
[rawan et al., 2024).

Ketiga, peraturan perundang-undangan bersifat mengikat secara
umum. Artinya, norma yang terdapat di dalamnya berlaku bagi setiap
orang atau kelompok yang memenuhi kriteria yang ditentukan dalam
peraturan. Sifat umum tersebut membedakan peraturan perundang-
undangan dari keputusan administratif yang pada umumnya ditujukan

kepada subjek tertentu. Peraturan daerah, misalnya, berlaku bagi subjek
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hukum yang berada dalam lingkup wilayah dan memenuhi kondisi
sebagaimana ditentukan dalam peraturan tersebut.

Keempat, peraturan perundangundangan dibentuk atau
ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang.
Kewenangan merupakan unsur penting karena tidak setiap lembaga
atau pejabat dapat membentuk peraturan untuk semua jenis materi.
Kewenangan tersebut harus mempunyai dasar hukum vyang jelas
sehingga produk yang dihasilkan mempunyai legitimasi formal.

Kelima, pembentukan peraturan harus dilakukan melalui prosedur
yang telah ditentukan. Prosedur merupakan bagian penting dari prinsip
negara hukum karena memastikan bahwa pembentukan norma tidak
dilakukan secara sewenangwenang. Proses tersebut mencakup
perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan,
pengundangan, serta tahapan lain sesuai dengan jenis peraturan yang
dibentuk.

Selain unsur tersebut, suatu peraturan harus mempunyai jenis dan
materi muatan yang sesuai. Jenis peraturan menentukan kedudukan
dan kewenangan pembentuknya, sedangkan materi muatan
menentukan substansi yang dapat diatur (Safrin & Imran, 2023).
Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan diperlukan untuk
mencegah terjadinya tumpang tindih atau pertentangan antarnorma.

Dari keseluruhan unsur tersebut dapat dipahami bahwa suatu
dokumen atau aturan tertulis tidak otomatis menjadi peraturan
perundang-undangan. Status sebagai peraturan perundang-undangan
ditentukan oleh adanya norma hukum yang mengikat secara umum,
kewenangan pembentuk, serta prosedur pembentukan yang sesuai
dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, definisi peraturan
perundang-undangan mempunyai dimensi formal sekaligus material.
Secara formal berkaitan dengan siapa yang membentuk dan bagaimana
proses pembentukannya, sedangkan secara material berkaitan dengan isi

dan karakter norma yang dihasilkan.
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Pemahaman terhadap definisi tersebut menjadi penting dalam
praktik karena berkaitan dengan kekuatan hukum, kedudukan dalam
hierarki, mekanisme pengujian, serta konsekuensi hukum dari suatu
produk. Pembedaan yang tepat antara peraturan perundang-undangan
dan produk hukum lain akan menghindarkan terjadinya kesalahan
dalam menentukan dasar hukum dan mekanisme penyelesaian apabila

terjadi konflik norma.

3.4 Kedudukan, Karakteristik, dan Fungsi Peraturan Perundang-
undangan dalam Sistem Hukum Indonesia

Peraturan perundang-undangan mempunyai kedudukan penting
dalam sistem hukum Indonesia karena menjadi salah satu instrumen
utama pembentukan hukum tertulis (Efriliani et al, 2025).
Kedudukannya tidak dapat dilepaskan dari prinsip hierarki norma.
Dalam sistem hukum Indonesia, jenis dan hierarki peraturan
perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011. Hierarki tersebut pada pokoknya menempatkan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma tertinggi,
diikuti oleh Ketetapan MPR, UndangUndang atau Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota.

Hierarki tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan vertikal
antara norma hukum. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh
bertentangan dengan peraturan vyang lebih tinggi. Prinsip ini
merupakan konsekuensi dari struktur sistem hukum yang menghendaki
adanya konsistensi dan keteraturan antarnorma. Dalam teori Hans
Kelsen, norma hukum tersusun secara bertingkat dan validitas suatu
norma memperoleh dasar dari norma yang lebih tinggi. Pemikiran

tersebut kemudian dikembangkan Hans Nawiasky melalui teori
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mengenai susunan bertingkat norma hukum dalam suatu negara (Dachi
et al., 2025).

Dalam sistem hukum Indonesia, teori hierarki norma tersebut
berfungsi membantu menjelaskan hubungan antarnorma, meskipun
penerapannya harus tetap disesuaikan dengan struktur hukum dan
ketentuan konstitusional Indonesia (Ramdani, 2026). Selain jenis
peraturan dalam hierarki utama, terdapat pula berbagai peraturan yang
ditetapkan oleh lembaga atau pejabat tertentu berdasarkan kewenangan
yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kedudukan dan
kekuatan mengikat peraturan tersebut harus dilihat dari dasar
kewenangan dan materi yang diatur.

Peraturan perundang-undangan mempunyai karakteristik sebagai
norma hukum yang bersifat tertulis, umum, mengikat, dan dibentuk
oleh organ yang berwenang melalui prosedur tertentu. Karakter tersebut
membedakannya dari produk hukum vyang bersifat individual dan
konkret. Karena itu diperlukan regulasi yang ditulis dengan bahasa yang
jelas, tidak multitafsir, serta selaras dengan hukum yang sudah ada agar
tidak terjadi tumpangtindih atau kontradiksi dalam implementasinya
(A. D. Irawan, 2025c). Keputusan administratif, misalnya, pada
umumnya ditujukan kepada orang atau subjek tertentu dan
menetapkan suatu keadaan konkret, sedangkan peraturan perundang-
undangan menetapkan norma yang berlaku berdasarkan kriteria umum.

Peraturan perundang-undangan juga harus memiliki rumusan yang
jelas, sistematis, dan dapat dilaksanakan. Kejelasan rumusan merupakan
bagian penting dari kepastian hukum. Norma yang tidak jelas dapat
menimbulkan perbedaan penafsiran dan berpotensi menghasilkan
penerapan hukum yang tidak konsisten. Karena itu, pembentukan
peraturan harus memperhatikan penggunaan istilah, struktur norma,
konsistensi antar-pasal, serta kesesuaian dengan peraturan yang lebih

tinggi.
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° Selain itu, pembentukan peraturan perundang-undangan harus
memperhatikan asas pembentukan peraturan yang baik, antara lain
kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat,
kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat
dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan,
serta keterbukaan (Afif, 2018). Asas-asas tersebut merupakan instrumen
untuk memastikan bahwa peraturan tidak hanya sah secara formal,
tetapi juga mempunyai kualitas substantif dan dapat diterapkan secara
efektif.

Peraturan perundang-undangan memiliki beberapa fungsi utama
dalam kehidupan bernegara. Pertama, fungsi pengaturan, vyaitu
menetapkan norma yang mengatur perilaku masyarakat dan
penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, fungsi ketertiban, yaitu
menciptakan pedoman yang dapat mengarahkan hubungan sosial agar
berlangsung secara teratur. Ketiga, fungsi perlindungan, vaitu
memberikan jaminan terhadap hak dan kepentingan masyarakat.
Keempat, fungsi kepastian hukum, yaitu memberikan kejelasan
mengenai hak, kewajiban, larangan, kewenangan, dan konsekuensi
hukum.

Di samping itu, peraturan perundang-undangan dapat berfungsi
sebagai instrumen pembangunan dan perubahan sosial. Negara dapat
menggunakan hukum untuk mendorong perubahan dalam bidang
ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, teknologi, dan berbagai
bidang lainnya. Hukum dengan demikian tidak hanya
mempertahankan ketertiban yang sudah ada, tetapi juga dapat
digunakan untuk mencapai kondisi sosial yang dikehendaki.

Peraturan perundang-undangan juga memiliki fungsi demokratis.
Dalam negara demokrasi, pembentukan hukum idealnya tidak hanya
didasarkan pada keputusan lembaga negara, tetapi juga memberikan

ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Penguatan partisipasi
masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
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menunjukkan bahwa proses pembentukan peraturan semakin
diarahkan pada keterbukaan dan keterlibatan publik. Partisipasi
tersebut penting terutama ketika suatu peraturan mempunyai dampak
luas terhadap kehidupan masyarakat (Wardana, 2025).

Dalam konteks negara hukum, fungsi peraturan perundang-
undangan pada akhirnya tidak boleh dilepaskan dari tujuan hukum.
Peraturan harus menjadi instrumen untuk membatasi kekuasaan,
memberikan perlindungan terhadap warga negara, menciptakan
ketertiban, serta mewujudkan keadilan dan kemanfaatan. Karena itu,
kualitas peraturan tidak cukup dinilai dari jumlah regulasi yang berhasil
dibentuk, tetapi juga dari kemampuan peraturan tersebut
menyelesaikan  persoalan, memberikan kepastian, dan dapat
dilaksanakan secara efektif.

Persoalan yang sering muncul dalam sistem hukum adalah
banyaknya regulasi yang saling tumpang tindih atau tidak harmonis (A.
D. Irawan, 2024). Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian
hukum dan meningkatkan beban regulasi bagi masyarakat maupun
pemerintah. Oleh sebab itu, pembentukan peraturan harus didahului
dengan identifikasi masalah dan analisis kebutuhan yang memadai.
Apabila suatu persoalan dapat diselesaikan melalui pelaksanaan atau
penegakan peraturan yang sudah ada, pembentukan peraturan baru
belum tentu diperlukan.

Dengan demikian, kedudukan dan fungsi peraturan perundang-
undangan dalam sistem hukum Indonesia sangat strategis. Peraturan
bukan hanya instrumen untuk mengatur, tetapi juga merupakan sarana
untuk mewujudkan tujuan negara hukum. Oleh karena itu,
pembentukannya harus dilakukan secara terencana, berdasarkan
kewenangan yang sah, mengikuti prosedur yang tepat, memperhatikan

hierarki dan harmonisasi, serta membuka ruang partisipasi masyarakat.
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3.5 Penutup

Konsep dan definisi perundang-undangan merupakan fondasi
penting dalam memahami sistem hukum Indonesia. Perundang-
undangan tidak dapat dipahami hanya sebagai undang-undang,
melainkan mencakup proses dan produk pembentukan norma hukum
tertulis yang dilakukan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.
Dengan pemahaman tersebut, dapat dibedakan secara lebih jelas antara
peraturan perundang-undangan dengan produk hukum lainnya.

Peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan
peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara
umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat
yang berwenang melalui prosedur yang ditentukan. Dari definisi
tersebut terdapat unsur penting berupa sifat tertulis, adanya norma
hukum, daya ikat umum, kewenangan pembentuk, dan prosedur
pembentukan. Unsur-unsur tersebut menentukan kedudukan dan
kekuatan suatu produk hukum dalam sistem hukum nasional.

Kedudukan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum
Indonesia juga berkaitan erat dengan prinsip hierarki norma. Setiap
jenis peraturan mempunyai kedudukan dan ruang lingkup kewenangan
tertentu sehingga pembentukan dan materi muatannya harus
disesuaikan dengan struktur hukum yang berlaku. Prinsip hierarki
tersebut diperlukan untuk menjaga konsistensi, harmonisasi, dan
kepastian hukum.

Di samping itu, peraturan perundang-undangan mempunyai fungsi
yang luas, mulai dari mengatur perilaku masyarakat, menciptakan
ketertiban, memberikan perlindungan dan kepastian hukum, hingga
menjadi instrumen pembangunan dan perubahan sosial. Fungsi
tersebut  menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan

mempunyai posisi strategis dalam mewujudkan tujuan negara.
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Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan
harus diarahkan pada terciptanya regulasi yang berkualitas, baik dari
aspek formal maupun substansial. Peraturan harus dibentuk oleh
lembaga yang berwenang, melalui prosedur yang benar, dengan materi
yang sesuai, rumusan yang jelas, serta memperhatikan kebutuhan
masyarakat. Pada saat yang sama, keterbukaan dan partisipasi
masyarakat perlu ditempatkan sebagai bagian penting dari proses
pembentukan hukum.

Peraturan perundang-undangan yang baik bukan sekadar peraturan
yang memenuhi persyaratan formal, tetapi juga peraturan yang mampu
memberikan kepastian, keadilan, kemanfaatan, perlindungan, dan
dapat dilaksanakan secara efektif. Pemahaman yang komprehensif
mengenai konsep dan definisi perundang-undangan menjadi prasyarat
untuk membangun sistem hukum nasional yang tertib, responsif,

demokratis, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.
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pemilu, pendidikan pancasil dan kewarganegaraan, dan perancangan
perundang-undangan, sehingga menghadirkan perspektif akademik
yang komprehensif bagi pembaca buku ajar ini.
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